
WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BIAYA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan  Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
mengamanatkan Pemberian Tunjangan Perumahan bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penetapan Biaya Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2007
tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun
2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009
Nomor 39);



11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ternate
Tahun 2014  Nomor 140);

13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota
Ternate Tahun 2015 Nomor 234);

13. Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota
Ternate Tahun 2014 Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BIAYA
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ternate ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disebut DPRD Kota Ternate, yang
diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Ternate dan telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Ternate.
5. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate berdasarkan
asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang
berlaku di Kota Ternate.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate dimaksudkan sebagai tunjangan
kesejahteraan yang disebabkan Pemerintah Daerah Kota Ternate belum dapat
menyediakan rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kota Ternate atau rumah dinas
Anggota DPRD Kota Ternate.



BAB III

WAKTU DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPIAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

(1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Ternate diberikan setiap bulan.

(2) Besarnya jumlah tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :
a. Pimpinan DPRD Kota Ternate……………………... 11.500.000,-/bulan;
b. Anggota DPRD Kota Ternate………………………... 9.000.000,-/bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Ternate
Nomor 8.A/1.9/KT/2012 tentang Penetapan Biaya Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Tahun
Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 September 2015

Pj. WALIKOTA TERNATE,

ttd

IDRUS ASSAGAF

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 235


